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ABSTRAK 

LAILA SYUKUR (B011171019), “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN 
SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA 
LEBIH DARI SATU KALI DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus 
Putusan Nomor 887/Pid.sus/2019/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan 
Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana 
sebagai Pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan yang 
merupakan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi 
pidana terhadap tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali 
dalam studi kasus putusan nomor 887/Pid.sus/2019/PN.Mks. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber 
bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai 
tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam Pemilu 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum adalah perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 516 dan Pasal 533. 
Perbedaan pada pasal tersebut bahwa Pasal 516 hanya mewakili dirinya 
untuk memilih lebih dari satu kali, sedangkan Pasal 533 pelaku mewakili 
dirinya dan mengaku dirinya sebagai orang lain untuk memilih lebih dari 
satu kali dalam Pemilu. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menerapkan sanksi terhadap tindak pidana pemungutan suara lebih dari 
satu kali dalam Pemilu berdasarkan putusan nomor 
887/Pid.Sus/2019/PN.Mks sudah tepat. Namun, dalam perkara ini ada 
faktor lain yang dapat dipertimbangkan oleh hakim terkait dengan hal yang 
memberatkan. Selain itu, adanya keterlibatan petugas KPPS yakni saksi 
Chandra Yusuf dalam hal turut serta membantu terdakwa melakukan 
kejahatan sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana karena melanggar 
ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum jo. Pasal 56 KUHP. 

 

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemilihan Umum, Pemungutan Suara. 
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ABSTRACT 

LAILA SYUKUR (B011171019), “JUDICIAL REVIEW OF THE 

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTION ON THE CRIME TO VOTE 

MORE THAN ONCE IN GENERAL ELECTION (Case Study Verdict 

Number 887/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)”. Under the guidance of Slamet 

Sampurno as the main supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the co-

supervisor. 

This research aims to analyze the qualification of an act which is a 
crime to vote more than once in general elections according to Law 
Number 7 of 2017 About General Elections and analyze judge’s 
consideration in applying criminal sanction of a crime to vote more than 
once in verdict number 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks. 

This research using normative legal research method through statutory 
approach and case approach. Types and source of legal materials that 
used in this research are primary legal material and secondary legal 
material. The whole legal material is analyzed qualitatively the presented 
descriptively. 

The result of this research is that an act of crime to vote more than 
once in general elections according to Law Number 7 of 2017 About 
General Elections is an act that fulfills the elements of Article 516 and 
Article 533. The difference between that article is Article 516 only 
reprsents theirself to vote more than once, while Article 533 the 
perpetrator represents theirself and claiming theirself to be someone else 
to vote more than once in general elections. Legal consideration by judges 
in applying sanction of a crime to vote mpre than once in general election 
according to verdict number 887/Pid.Sus/2019/Pn.Mks is correct. However 
in this case, there is another factor that may be considered by the judge 
regarding aggravating matters. In addition, there is involvement of KPPS 
officers namely Chandra Yusuf in terms of participating in helping the 
defendant commit a crime so that the act can be punished for violating the 
provisions of Article 516 of Law Number 7 of 2017 about General 
Elections jo. Article 56 of the Criminal Code. 

 

Keywords: Criminal Act, General Elections,Voting. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) menyatakan Indonesia adalah negara hukum dan 

menganut prinsip demokrasi. Sebegai perwujudan demokrasi, dalam 

konverensi International Commission of Jurist di Bangkok pada tahun 

1965 dirumuskan bahwa penyelenggaran pemilihan umum yang bebas 

merupakan salah satu dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi 

di bawah rule of law.1 

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan sarana 

kedaulatan rakyat dalam proses bernegara untuk memilih wakil rakyat 

dan mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan 

kekuasaan lima tahunan di Indonesia seperti yang diamanatkan Pasal 

1 Ayat (2) UUD 1945.  

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. 

Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah rakyat 

memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk 

memilih pemimpin yang akan mengurus dan melayani masyarakat 

serta memilih wakil rakyat yang akan mengawasi jalannya 

                                                           
1
 Abdul Bari Azed, 2000, Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Badan Penerbit Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1. 



2 
 

pemerintahan. Dalam hal ini, konsep kedaulatan rakyat menempatkan 

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selain itu, kedaulatan 

rakyat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang bebas untuk 

memiih dan mempunyai keyakinan politiknya. 

Dalam menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 perlu 

diselenggarakan Pemilu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum mendefinisikan pemilihan umum 

sebagai berikut:  

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ketentuan Pasal 22E Ayat (5) mengatur bahwa Pemilu 

dilaksanakan berdasarkan asas Luber dan Jurdil (langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil). Asas langsung berarti setiap pemilih 

berhak memilih atau memberikan suaranya secara langsung dan tidak 

diwakili oleh pihak manapun. Pemilu yang bersifat umum menjamin 

kesempatan kepada semua warga negara yang telah mempunyai hak 

pilih berpartisipasi dalam Pemilu. Pemilih bebas memberikan hak 

suaranya tanpa ada pengaruh, tekanan, maupun paksaan dari 
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siapapun dalam keadaan apapun. Semua pihak yang terkait dalam 

Pemilu harus bersikap secara jujur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Asas adil berarti pemilih dan peserta pemilu 

mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan pihak 

manapun. 

Sekalipun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan terkait 

dengan Pemilu, pelaksanaan Pemilu saat ini masih tidak terlepas dari 

adanya tindak pidana yang dilakukan oleh sejumlah oknum untuk 

merugikan peserta Pemilu yang lain dan/atau menguntungkan peserta 

Pemilu pilihannya, sedangkan salah satu tolak ukur keberhasilan 

nagara demokrasi adalah terlaksananya penyelanggaraan Pemilu 

yang bebas dari perilaku kecurangan dan tindak pidana. Munculnya 

berbagai jenis tindak pidana Pemilu salah satunya tindak pidana 

pemungutan suara lebih dari satu harus menjadi perhatian khusus 

dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali ini.  

Pasal 353 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

menyatakan: 

(1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: 
a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan 

Calon, atau tanda gambar partai politik  pengusul dalam 
satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden; 

b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar 
partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD 
provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota 
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan 
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c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon 
untuk Pemilu anggota DPD. 

Ketentuan tersebut jelas telah mengatur mengenai pemilih yang 

sudah ditetapkan hanya boleh menggunakan hak pilihnya satu kali 

pada masing-masing kertas suara yang diberikan oleh Panitia 

Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bagi 

pemilih yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan ketentuan 

pidana pada Pasal 516 dan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Pasal 516: 
Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan 
suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu 
TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 
18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). 

Pasal 533: 
Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan 
suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan 
suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 
(enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 
(delapan belas juta rupiah). 

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut salah satunya adalah 

perkara yang dikaji dalam penelitian ini yang telah diputus oleh 

Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Putusan 

887/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Dalam perkara tersebut, Terdakwa yakni 

Syamsir Saeni selaku Ketua Rukun Warga (RW) di Kelurahan 

Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar terdaftar sebagai 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 162 di TPS 02 dan telah 
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melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Kemudian Terdakwa 

bersama dua orang temannya mendatangi TPS 06. Selanjutnya, 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan 

surat suara kepada mereka lalu Terdakwa mencoblos di dinding dan 

meminta kembali ke KPPS surat suara lalu mencoblos di meja. Saksi 

Sriyanti Arifin yang melihat hal tersebut memprotes dan diarahkan 

untuk meingisi formulir C2 namun tidak diberi oleh KPPS. Barulah 

setelah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) datang , 

formulir C2 diberikan dan diteruskan ke Bawaslu. Oleh karena 

perbuatannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menjerat Terdakwa 

dengan ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum.  

Berdasar pada uraian yang tersebut di atas, maka Penulis akan 

mengkaji terkait dengan permasalahan ini melalui suatu karya ilmiah 

berupa skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi 

Pada Kasus Pemungutan Suara Lebih dari Satu Kali dalam 

Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 

887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar 

belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pemungutan 

suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan 

sanksi pidana pada kasus pemungutan suara lebih dari satu kali 

dalam pemilihan umum (Studi Kasus Putusan Nomor 

887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana 

pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum. 

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan 

sanksi pidana pada kasus pemungutan suara lebih dari satu kali 

dalam pemilihan umum (Studi Kasus Putusan Nomor 

887/Pid.Sus/2019/PN.Mks). 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat 

digunakan dalam perkembangan ilmu terutama dalam 

perkembangan ilmu hukum yang berhubungan dengan tindak 

pidana pemilihan umum. 

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi pedoman dan bahan dalam menganalis penerapan sanksi 

pidana pada kasus pemungutan suara lebih dari satu kali dalam 

pemilihan umum. 

E. Keaslian Penulis 

Berdasarkan penelusuran penulis terkait dengan tindak pidana 

dalam pemilihan umum, ditemukan beberapa penelitian terdahulu 

dengan tema yang hampir sama, yaitu: 

Skripsi yang ditulis oleh Veggy Monica Rahmadhani pada tahun 

2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dengan judul 

“Tindak Pidana Memberikan Suara Lebih Satu Kali Ditempat 

Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum (Suatu Penelitian di 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”. Penelitian ini 

membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

memberikan suara lebih satu kali di TPS, pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali di 

TPS, dan hambatan serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi 

tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau 
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memberikan suara lebih dari satu kali. Perbedaan dengan penelitian 

yang dikaji adalah penulis lebih mengkaji mengenai kualifikasi 

perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali. Selain itu, 

penelitian yang penulis kaji memuat mengenai pelaku tindak pidana 

dengan sengaja melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali 

dalam pemilihan umum tanpa mengakui dirinya sebagai orang lain. 

Skripsi yang ditulis oleh Nuria Mentari Idris pada tahun 2015 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana pada Pemiliha 

Umum Legislatif 2014 di Kota Makassar”. Penelitian ini membahas 

mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

Tentang Pemilihan Umum pada proses penanganan tindak pidana 

Pemilu dan kedudukan Sentra Gakkumda (Sentra Penegakan Hukum 

Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana. Berbeda dengan 

skripsi penulis yang mengkaji mengenai kualifikasi perbuatan tindak 

pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dan pertimbangan hukum 

hakim dalam menerapkan sanksi tersebut. 

Berdasarkan perbedaan sudut pandang serta kajian lebih dalam 

mengenai penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemungutan 

suara lebih dari satu kali dalam mengangkat rumusan masalah dan 

objek kajian, maka keaslian penelitian ini dapat 
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dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang 

harus dijunjung tinggi, ilmiah, dan terbuaka untuk kritik yang sifatnya 

membangun. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah 

ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan 

menggunakan metode ilmiah.2 

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek 

hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang 

sifatnya dogmatis maupun hukum yang yang berkaitan dengan 

perilaku dan kehidupan masyarakat.3 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif 

yakni penelitian yang menjadikan norma-norma hukum sebagai 

objek kajiannya. Unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-

nilai tentang bagaimana seharusnya manusi bertingkah laku.4 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada umumnya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 

                                                           
2
 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi 

Kedua, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 3. 
3
 Ibid, hlm. 16.  

4
 Said Sampara dan Laode Husen, 2016, Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, KRETUPA Print 

Makassar, Makassar hlm. 29. 
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(historicalapproach), pendekatan komparatif (comparative 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).5 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan undang-undang (statue aproach) yaitu menelaah 

segala regulasi dan undang-undang yang berlaku terkait dengan 

isu hukum yang diteliti. Kemudian, menggunakan pendekatan 

kasus (case aproach) yang berarti penulis menganalisis dan 

mempelajari sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

terkait dengan isu hukum yang diteliti. 

3. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang Penulis gunakan merupakan bahan hukum 

yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. Adapun bahan hukum yang dimaksud, yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).6 

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

                                                           
5
 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, hlm. 93. 
6
 Ibid, hlm. 144. 
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Pemilihan Umum, dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar 

Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi terkait 

dengan penelitian ini, dan pendapat para ahli. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui 

pendekatan undang-undang, baik dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain 

yang terakait. Penulis juga melakukan studi dokumen terhadap 

putusan pengadilan negeri terhadap kasus yang relevan yakni 

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 

887/Pid.Sus/2019/PN.Mks. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis 

melalui  studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal hukum, 

artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur lainnya yang 

relevan dalam penelitian penulis. 
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5. Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, seluruh data yang diperoleh akan  

dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 

sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan 

penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan 

dengan topik yang penulis kaji. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK 

PIDANA PEMUNGUTAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI 

DALAM PEMILIHAN UMUM 

A. Pemilihan Umum 

1. Pengertian Pemilihan Umum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemilihan Umum 

diartikan sebagai pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh 

rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).7 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum 

(selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

                                                           
7
 Dikutip dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum, diakses pada 28 Januari 

2021 Pukul 13.53 WITA. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum
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Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-

jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, 

mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan 

sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk 

memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan 

melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, 

lobby, dan lain-lain.8 

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan bahwa 

“Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah 

serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”.9  

Secara teknis operasional, para ahli memberikan pendapat yang 

berbeda. Umaruddin Masdar menyatakan bahwa Pemilu adalah 

pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar 

untuk memilih wakil-wakil rakyat.10 Andrew Reynolds menyatakan 

bahwa Pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang 

diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang 

dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. 

Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-

                                                           
8
 Fajlurrahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, hlm. 2. 

9
 Ibnu Tricahyono, 2009, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, In 

Trans Publishing, Malang, hlm. 6. 
10

 Muhadam Labolo, 2015, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Rajawali Pers, 
Jakarta, hlm. 51. 
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wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka 

dalam proses pembuatan kebijakan negara.11 

2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum 

Fungsi-fungsi dari pemilu antara lain: 

1) Menentukan pemerintahan secara langsung dan tak langsung. 

2) Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan 

pemerintah. 

3) Barometer dukungan rakyat terhadap pemerintah. 

4) Sarana rekrutmen politik. 

5) Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap 

tuntutan rakyat.12 

Selain itu, Fajlurrahman Jurdi menyebutkan 6 (enam) fungsi 

pemilu antara lain: 

1) Sarana memilih pejabat publik guna menempati pos-pos jabatan 

di lembaga negara. 

2) Sarana pertanggungjawaban pejabat publik. 

3) Sarana pendidikan politik rakyat. 

4) Mengubah kebijakan guna menjawab keinginan masyarakat 

melalui kontrak politik lima tahunan. 

5) Sarana untuk melakukan pergantian kekuasaan secara berkala. 

6) Menyalurkan aspirasi daerah.13 

                                                           
11

 Ibid. 
12

 Ibid, hlm. 53. 
13

  Fajlurrahman Jurdi, Op.cit, hlm. 77-95. 
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Sementara itu, tujuan penyelenggaraan pemilu diantaranya: 

1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan 

secara tertib dan damai; 

2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan 

mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 

3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 

4) Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi warga 

negara.14 

3. Penyelanggara Pemilihan Umum 

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Perubahan terhadap UUD 1945 memuat ketentuan 

mengenai pemilu dimaksudkan untuk meberikan dasar hukum 

bagi pemilu sebagai salah satu wadah pelaksanaan kedaulatan 

rakyat. Ketentuan tersebut tentunya lebih menjamin waktu 

penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara teratur setiap 

lima tahun sekali ataupun menjamin proses berlangsungnya 

pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Pasal 22E UUD 1945 menyatakan: 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima 
tahun sekali. 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

                                                           
14

 Jimly Asshiddiqie, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, Jurnal 
Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 3 Nomor 4 Desember 2006, hlm. 
13. 
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Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 
Perwakilan daerah adalah partai politik. 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum 
diatur dengan undang-undang. 

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan 

tanggung jawab  KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup 

seluruh wilayah Indonesia dan menjalankan tugasnya secara 

berkesinambungan. Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU 

sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara 

berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan 

tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam 

menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas 

dari pengaruh pihak manapun sehingga KPU bebas dari 

intervensi baik kekuasaan pemerintah, partai politik, maupun 

peserta pemilu lainnya. Begitu juga dalam hal mengambil 

keputusan dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak 

memihak kepada siapapun.15 

Pengaturan tentang KPU sebagai penyelenggara pemilu 

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terpisah dengan 

                                                           
15

 Sodikin, 2014, Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata Publishing, 
Bekasi, hlm. 53-54. 
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Undang-Undang Pemilu. Setelah Undang-Undang Pemilu 

dikodifikasi, maka disatukanlah Undang-Undang 

Penyelenggara Pemilu dengan Undang-Undang Pemilu. Dalam 

undang-undang baru ini, tugas KPU meskipun masih sama 

namun sedikit lebih ringan karena pemilu legislatif dan pemilu 

presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak.16 

2) Pengawas Pemilihan Umum 

Kelembagaan pengawas Pemilu pertama kali muncul pada 

pelaksanaan Pemilu 1982 yang disebut Panitia Pengawas 

Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan 

Panwaslak Pemilu dilatari oleh adanya protes dari masyarakat 

terhadap banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang 

dilakukan oleh petugas Pemilu pada Pemilu 1971. Krisis 

kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini terus berlanjut 

hingga pemilu 1977. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk 

politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI) kepada pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pemilu 1982 dan memperbaiki undang-

undang. 

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan 

pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2003 kemudian dikuatkan kembali melalui 

                                                           
16

 Fajlurrahman Jurdi, Op.cit, hlm. 164. 



19 
 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 

Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga 

tetap yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, sebagian 

kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu 

merupakan kewenangan KPU. Barulah setelah Keputusan 

Mahkamah Konstitusi tentang judicial review terhadap Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 rekrutmen pengawas pemilu 

sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kewenangan 

utama Bawaslu menurut undang-undang ini adalah untuk 

mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima 

pengaduan dan menangani kasus-kasus pelanggaran 

administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik.17 

Kelembagaan pemilu terus berjalan dengan diterbitkannya 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu 

dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap 

pengawas pemilu di tingkat provinsi. Pada bagian 

kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesretariatan 

eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. 

Selain itu kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2017, Bawaslu juga memiliki 

                                                           
17

 Dikutip dari https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu, diakses pada 7 
Februari 2021 Pukul 13.47 WITA. 

https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu
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kewenangan untuk menangani sengketa pemilu berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.18 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, 

pengawas pemilu memiliki pelaksana yang berjenjang yakni 

pengawas pemilu yang ada di pusat yang disebut Bawaslu, di 

provinsi disebut Bawaslu provinsi, dan di tingkat 

kabupaten/kota disebut Panwaslu. Bawaslu bersifat tetap, 

sedangkan Panwaslu bersifat ad hoc. Setelah Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikodifikasi, 

secara kelembagaan lembaga pengawas pemilu bersifat 

permanen hingga di tingkat kabupaten/kota yang disebut 

dengan Bawaslu kabupaten/kota. 

3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang 

selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk 

menangani pelanggaran kode etik pemilu. DKPP bersifat tetap 

dan berkedudukan di ibu kota negara. Lembaga ini dibentuk 

untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan 

adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU 

Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, 

dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. 

                                                           
18

 Ibid 



21 
 

Sardini memaparkan modus-modus pelanggaran kode etik 

penyelenggaraan pemilu, sebagai berikut19: 

a. Vote manipulation yakni mengurangi, menambahkan, atau 

memindahkan perolehan suara dari satu peserta pemilu ke 

peserta pemilu lainnya yang menguntungkan dan/atau 

merugikan peserta pemilu satu dengan lainnya. 

b. Bribery of officials, memberikan sejumlah uang atau barang 

atau perjanjian khusus kepada penyelenggara pemilu 

dengan maksud memenuhi kepenting pemberi atau untuk 

menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain. 

c. Un-equal treatment, memberikan perlakukan khusus 

kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan lain. 

d. Infringements of the right to vote, pelanggaran terhadap 

hak memilih warga negara.\Vote and duty secrecy, secara 

terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan 

menanyakan pilihan politiknya kepada pemilih lain dalam 

pemilu. 

e. Abuse of power, memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya 

untuk memengaruhi pemilih lain atau penyelenggara pemilu  

demi mendapatkan keuntungan pribadi. 

f. Confilict of interest, berbenturan kepentingan. 

                                                           
19

 Dikutip dari https://dkpp.go.id/modus-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/, diakses 
pada 7 Februari 2021 Pukul 14.40 WITA. 

https://dkpp.go.id/modus-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/
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g. Sloppy work of election process, kesalahan dalam proses 

pemilu. 

h. Intimidation and violance, melakukan tindak kekerasan atau 

intimidasi baik secara fisik maupun mental. 

i. Broken of breaking of the laws, melakukan tindak pidana 

atau terlibat dalam pelanggaran hukum. 

j. Absence of effective legal remedies, kesalahan yang dapat 

ditoleransi sepanjang tidak merusak integritas 

penyelenggaraan pemilu, hancurnya independesi dan 

kredibilitas penyelenggara pemilu. 

k. The fraud of voting day, kesahalah yang dilakukan 

penyelenggara pemilu pada saat pemungutan dan 

penghitungan suara. 

l. Destroying neutrality, impartiality, and independent yakni 

memengaruhi netralitas, imparsialitas, dan kemandirian. 

B. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa 

Belanda yaitu “straafbar feit”. “Straf” berarti pidana dan hukum, 

“baar” berarti dapat atau boleh, dan “feit” berarti sebagian dari 

suatu kenyataan. Meskipun demikian, dalam Kitab Undang-
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Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan 

mengenai kata straafbarfeit itu sendiri. 

Selain istilah straafbar feit, dipakai juga istilah lain yaitu “delict” 

yang berasal dari bahasa Latin yaitu “delictum” dan dalam bahasa 

Indonesia menggunakan istilah “delik”. Dalam bahasa Indonesia 

dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa 

buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, 

perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan 

yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.20 

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli, sebagai 

berikut: 

1) Menurut Pompe, straafbar feit yaitu suatu pelanggaran norma 

(ganggungan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 

ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana 

penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

hukum.21 

2) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana diserta 

                                                           
20

 Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96. 
21

 Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 97. 
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ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bbagi 

barangsiapa melanggar larangan tersebut.22 

3) Menurut Vos, tindak pidana yaitu suatu kelakukan manusia 

yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi 

pidana.23 

4) Menurut Simons, strafbaar feit adalah suatu tindakan 

melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.24 

2. Unsur Tindak Pidana 

Seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana apabila 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana 

terbagi menjadi dua unsur pokok, yaitu: 

1) Unsur pokok subjektif  

Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang 

mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.25 

Asas pokok hukum pidana menyatakan “tak ada hukuman 

kalau tak ada kesalahan”. Kesalahan tersebut adalah sengaja 

(dolus) dan kealpaan (culpa). 

                                                           
22

 Ishaq dan Efendi, 2018, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), PT Rajagrafindo Persada, Depok, 
hlm. 136. 
23

 Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97. 
24

 Andi Sofyan dan Nur Azisa, op.cit, hlm. 98. 
25

 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 83. 
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Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak 

ditujukan untuk melakukan perbuatan artinya untuk 

mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki 

sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Menurut 

teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa 

yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan 

beserta akibatnya.26 Dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga 

bentuk kesengajaan, yaitu:27 

a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk). 

b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij 

zekerheidsbewustzijn) 

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij 

mogelijkheidsbewustzijn) disebut juga dengan dolus 

eventualis. 

Sementara itu, sikap batin dalam kelalaian yang dalam 

hubungannya dengan akibat perbuatan dapat terletak pada 

dua hal, yaitu:28 

a. Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali. 

b. Terletak pada pemikiran bahwa akibat tidak akan terjadi 

2) Unsur Pokok Objektif 

                                                           
26

 Ibid, hlm. 93-94. 
27

 Ibid, hlm. 96. 
28

 Ibid, hlm. 101. 
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Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang 

berada di luar keadaan batin manusia si pembuat29 yang 

terdiri atas:30 

a. Perbuatan manusia yang berupa act yaitu perbuatan aktif 

atau perbuatan positif dan ommision yaitu perbuatan tidak 

akif atau dengan kata lain mendiamkan atau membiarkan. 

b. Akibat perbuatan manusia. Perbuatan tersebut berupa 

menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-

kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. 

c. Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan 

dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan 

hukum. 

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 

3. Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, 

sebagai berikut:31 

1) Menurut sistem KUHP 

a. Kejahatan dirumuskan sebagai rechtsdelict (delik hukum) 

yaitu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar 

keadilan. Misalnya, pembunuhan.  

                                                           
29

 Ibid, hlm. 83. 
30

 Leden Marpaung, 1991, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 6-7. 
31

 Adami Chazawi, op.cit, hlm 121-122. 
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b. Pelanggaran yang dirumuskan sebagai wetsdelict (delik 

undang-undang) yaitu melanggar apa yang ditentukan 

undang-undang. Misalnya, keharusan mengenakan helm 

ketika naik motor.32 

2) Menurut cara merumuskannya 

a. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan 

dilakukannya perbuatan itu. Tidak dipermasalahkan 

apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya merupakan 

hal yang kebetulan. Misalnya, Pasal 362 (pencurian).  

b. Delik materil yaitu delik yang dianggap selesai jika 

akibatnya sudah terjadi. Misalnya, Pasal 338 

(pembunuhan).33 

3) Berdasarkan bentuk kesalahannya 

a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, 

rumusan kesengajaan itu dengan kata-kata yang tegas 

“…dengan sengaja” atau kata lain seperti “diketahuinya”, 

dan sebagainya.  

b. Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan 

dengan kata “…karena kealpaannya”.34 

4) Berdasarkan macam perbuatannya 

                                                           
32

 Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, hlm. 58. 
33

 Ibid, hlm. 59. 
34

 Ibid, hlm. 60. 



28 
 

a. Delik komisi adalah tindak pidana yang perbuatan untuk 

mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari 

anggota tubuh orang yang berbuat (perbuatan aktif). 

Misalnya mengambil, menganiaya, dan sebagainya.  

b. Delik omisi ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan 

seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat 

tertentu yang apabila ia tidak melakukan perbuatan 

tersebut, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. 

Misalnya, tidak datang ke pengadilan sebagai saksi.Selain 

itu, terdapat tindak pidana yang disebut commissionis per 

ommissionem. Misalnya, seorang ibu yang sengaja tidak 

menyusui anaknya agar anak tersebut meninggal dunia. 

5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya 

a. Delik terjadi seketika yaitu delik yang berlangsung dalam 

waktu singkat saja. Misalnya, pencurian, jika perbuatan 

mengambil selesai maka tindak pidana itu telah selesai. 

b. Delik berlangsung terus yaitu tindak pidana yang 

berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, merampas 

kemerdekaan orang lain. 

6) Berdasarkan sumbernya 

a. Delik umum yaitu semua delik yang dimuat dalam KUHP 

sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. 

b. Delik khusus yaitu semua delik yang dimuat diluar KUHP. 
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7) Berdasarkan subjek hukumnya 

a. Delik komunia yaitu delik yang dapat dilakukan oleh 

semua orang. 

b. Delik propria yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh 

orang yang berkualitas tertentu. Selain itu, ada juga 

kualitas pribad yang sifatnya dapat memberatkan atau 

meringankan pidana yang dirumuskan sebagai tindak 

pidana yang berdiri sendiri. 

8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan 

a. Delik biasa adalah delik yang tidak membutuhkan 

pengaduan dari orang yang berhak untuk melakukan 

penuntutan. 

b. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya boleh 

dilakukan oleh orang yang berhak yakin korban atau 

wakilnya dalam perkara perdata, keluarga tertentu, atau 

orang yang diberi kuasa khusus. 

9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan 

a. Delik sederhana yaitu suatu delik yang unsurnya 

dicantumkan dalam rumusan tanpa unsur memberatkan 

dan/atau meringankan. 

b. Delik diperberat dan/atau diperingan yaitu suatu delik 

yang mencantumkan unsur memberatkan dan/atau 

meringankan dalam rumusannya. 
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10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi maka tindak 

pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 

hukum yang dilindungi. Misalnya, tindak pidana terhadap 

nyawa dan tubuh, harta benda, dan sebagainya. 

11) Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 

larangan 

a. Delik tunggal yaitu delik yang dipandang selesai dan 

dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali 

perbuatan saja. 

b. Delik berangkai yaitu delik yang dipandang selesai dan 

dapat dipidananya pelaku dilakukan secara berulang kali. 

Misalnya, Pasal 481 perbuatan membeli, menukar, 

menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan 

barang yang diperoleh dari kejahatan dilakukan sebagai 

kebiasaan. 

C. Tindak Pidana Pemilihan Umum 

Rumusan dan definisi tindak pidana Pemilu dalam sistem hukum 

pidana di Indonesia pertama kali muncul setelah diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini bersama 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 
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Tahun 2011 yang kemudian disederhanakan menjadi Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, 

undang-undang yang menjadi landasan Pemilu 2009 menggunakan 

istilah pelanggaran pidana dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

mendefinisikan tindak pidana Pemilu sebagai berikut: 

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran 
dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa tindak pidana pemilu 

adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang 

dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-

halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang 

diselenggarakan menurut undang-undang.35  

Ruang lingkup tindak pidana Pemilu sangat luas cakupannya yaitu 

semua tindak pidana yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu, 

                                                           
35

 Djoko Prakoso, 1987, Tindak Pidana Pemilu, SInar Harapan, Jakarta, hlm. 148. 
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maka Topo Santoso membagi tindak pidana Pemilu dalam tiga 

bentuk, yaitu:36 

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

Pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. 

2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

Pemilu yang diatur didalam maupun diluar Undang-Undang Pemilu. 

3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat Pemilu (termasuk 

pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan, dan 

sebagainya). 

Definisi pertama yang dikemukakan oleh Topo Santoso merupakan 

definisi yang paling sempit. Hal ini juga sejalan dengan definisi tindak 

pidana Pemilu dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana 

Pemilihan dan Pemilihan Umum yang menyatakan: 

Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut 
Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran 
dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Di dalam sistem KUHP Indonesia, tindak pidana Pemilu dimuat 

pada Pasal 148 sampai Pasal 152 KUHP Bab IV Kejahatan Terhadap 

Melakukan Kewajiban dan Hak Kengeraan. Jenis-jenis tindak pidana 

Pemilu yang dimuat dalam KUHP, sebagai berikut: 

1. Pasal 148 mengenai perbuatan merintangi orang menjalankan 

haknya dalam memilih. 

                                                           
36

 Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 
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Barang siapa pada waktu diadakannya pemilihan berdasarkan 
aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai 
hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam 
dengan pidana penjara paling kana satu tahun empat bulan. 

2. Pasal 149 mengenai penyuapan. 

(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan 
aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak 
pilihnya atau supaya hak itu menurut cara tertentu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratur 
rupiah. 

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang 
dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap. 

3. Pasal 150 mengenai perbuatan tipu muslihat. 

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan 
aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara 
seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan 
orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. 

4. Pasal 151 mengaku sebagai orang lain. 

Barang siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam 
pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. 

5. Pasal 152 menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan 

atau melakukan tipu muslihat. 

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan 
aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan 
pemungutan suara yang telah diadan atau mengadakan tipu 
muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu 
lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu 
pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan 
suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua tahun. 
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Politik hukum memandang bahwa terjadi perkembangan dalam 

tindak pidana Pemilu. Perkembangan yang dimaksud didasarkan atas 

semakin luasnya tindak pidana Pemilu, peningkatan jenis tindak 

pidana, dan penambahan sanksi pidana. Saat ini, Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur 66 

(enam puluh enam) jenis tindak pidana Pemilu yang termuat pada 

Pasal 488 sampai Pasal 554. 

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemungutan Suara Lebih dari 

Satu Kali dalam Pemilihan Umum  

Pengaturan mengenai berbagai tindak pidana Pemilu diatur mulai 

Pasal 488 sampai dengan Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam penelitian ini yang 

menjadi objek penelitian adalah perbuatan tindak pidana pemungutan 

suara lebih dari satu kali dalam Pemilu yang secara spesifik diatur 

pada Pasal 516 dan Pasal 533 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Penulis hendak 

menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 516 dan Pasal 

533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Pasal 516: 
Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan 
suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu 
TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling 
banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). 
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Pasal 533: 
Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan 
suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau 
memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS 
atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 
18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). 

 
Tabel 1.1 

Uraian Pasal 516 dan Pasal 533 

Pasal 
Unsur  

Subjektif 
Unsur Objektif 

Sanksi Pidana 

Penjara/ 
Kurungan 

Denda 

516 

1. Setiap orang. 

2. Dengan 

sengaja pada 

waktu 

pemungutan 

suara. 

Memberikan 

suara lebih dari 

satu kali di satu 

TPS/TPSLN atau 

lebih. 

Pidana penjara 

paling lama 18 

(delapan 

belas) bulan. 

Paling banyak 

Rp.18.000.000 

(delapan belas 

juta rupiah). 

533 

1. Setiap orang. 

2. Dengan 

sengaja pada 

saat 

pemungutan 

suara. 

Mengaku dirinya 

sebagai orang 

lain dan/atau 

memberikan 

suaranya lebih 

dari 1 (satu) kali 

di 1 (satu) TPS 

atau lebih. 

Pidana penjara 

paling lama 1 

(satu) tahun 6 

(enam) bulan. 

Paling banyak 

Rp.18.000.000 

(delapan belas 

juta rupiah). 

Sumber :  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 
2021. 
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Berdasar pada tabel di atas, penulis akan menguraikan unsur-

unsur yang terdapat dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut: 

1. Unsur Subjektif 

Setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang 

merujuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang 

merupakan pemegang hak dan kewajiban serta mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, tidak 

cacat jiwanya, dan tidak terganggu ingatannya (geestelijke 

vermogens). 

Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara, bahwa 

dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan 

oleh undang-undang. Jadi, unsur dengan sengaja ini erat kaitannya 

dengan hubungan sikap batin Pelaku baik dengan wujud 

perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya. Hal ini sejalan 

dengan teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel bahwa 

dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan 

kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut 

atau akibat dari perbuatannya tersebut merupakan maksud dari 

dilakukannya perbuatan tersebut.  

Bahwa yang dimaksud dengan pada waktu pemungutan suara 

adalah pada saat diselenggarakannya Pemilu untuk memilih 
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anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden 

dan Wakil Presiden. 

2. Unsur Objektif 

Unsur memberikan suara lebih dari satu kali di satu 

TPS/TPSLN atau lebih. Unsur ini merupakan perbuatan melawan 

hukum atau bertentangan dengan peraturan yang telah diatur 

dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum yang menyatakan : 

(1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: 
a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto 

Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik  
pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 

b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar 
partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, 
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota; dan 

c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto 
calon untuk Pemilu anggota DPD. 

Ketentuan tersebut jelas telah mengatur mengenai pemilih yang 

sudah ditetapkan hanya boleh menggunakan hak pilihnya satu kali 

pada masing-masing kertas suara yang diberikan oleh Panitia 

Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Selanjutnya, perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari 

satu kali dalam Pemilu juga diatur pada Pasal 533 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
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Unsur setiap orang dan dengan sengaja pada saat pemungutan 

suara sebagai unsur subjektif, sedangkan yang menjadi unsur objektif 

dalam pasal ini adalah unsur mengaku dirinya sebagai orang lain 

dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) 

TPS atau lebih. Unsur ini merupakan unsur alternatif yaitu apabila 

salah satu unsur telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini 

dianggap telah terpenuhi.  

Sesuai dengan unsurnya, maka Pasal 533 ini memiliki dua 

kemungkinan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

yakni: 

1) Perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain  

Perbuatan ini dilakukan pelaku dengan cara menunjukkan identitas 

orang lain seolah-olah identitas tersebut adalah miliknya kepada 

anggota KPPS untuk memberikan hak suaranya pada saat 

pemungutan suara. Perbuatan ini merupakan wujud perbuatan 

yang dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai tujuannya yakni 

memberikan suaranya di suatu TPS. Terdapat beberapa 

kemungkinan terjadinya perbuatan yang mengaku dirinya sebagai 

orang lain, yaitu:37 

a. Pelaku saat memberikan suaranya menggunakan surat 

pemberitahuan dari KPPS orang lain yang terdaftar di TPS yang 

bersangkutan. 

                                                           
37

 Ibid, hlm. 64. 
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b. Pelaku menggunakan KTP/Paspor orang lain sebagai pemilih 

yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih 

tambahan. 

c. Pelaku menggunakan surat pemberitahuan dari PPS untuk 

memberikan suaranya di TPS lain dan surat pemberiatahuan 

tersebut milik orang lain. 

2) Perbuatan mencoblos lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih 

Bahwa perbuatan ini dilakukan pelaku dengan cara membawa 

surat pemberitahuan miliknya dan milik orang lain lalu mencoblos di 

satu TPS yang sama ataupun pelaku melakukan pencoblosan 

terlebih dahulu di TPS tempat ia terdaftar lalu menggunakan surat 

pemberitahuan milik orang lain yang terdaftar sebagai DPT pada 

TPS lain. 

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas maka penulis 

menganalisis bahwa  perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak 

pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam Pemilu adalah 

perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 516 dan Pasal 533. Perbedaan 

pada pasal tersebut bahwa Pasal 516 hanya mewakili dirinya untuk 

memilih lebih dari satu kali, sedangkan Pasal 533 pelaku mewakili 

dirinya dan mengaku dirinya sebagai orang lain untuk memilih lebih 

dari satu kali dalam Pemilu. 

  


